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Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua,
Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) anggota.

Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir
dalam sidang, Majelis dapat menunjuk Ketua dan
Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis yang
hadir.

Keputusan Sidang Majelis berupa Rekomendasi Sidang
Majelis yang ditandatangani oleh Ketua Majelis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 13

Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 berupa rekomendasi yang terdiri atas:

a. penjatuhan sanksi moral;
b. Sanksi administratif; atau
c. pernyataan tidak bersalah.

Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi
moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kepada
Pejabat yang Berwenang untuk kemudian diterbitkan
keputusan Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi
moral yang tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang
Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak
diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis.

Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, Majelis menyampaikan RekomendasiSidangMajelis
kepada atasan langsung untuk menindaklanjuti sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal keputusan Majelis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ berupa pernyataan tidak bersalah,
Majelis menyampaikan Rekomendasi SidangMajelis
kepada atasan langsung Pegawaidan atasanlangsung
harus menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah
kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis oleh
atasan langsung.

Bentuk dan formatsurat pernyataan tidak bersalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan

Gubernur.

Keputusan Majelis yang dituangkan berupa
Rekomendasi Sidang Majelis bersifat final.
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Bagian Ketiga
Tindakan Administratif

Pasal 17

ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Nilai Dasar,
Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang telah diperiksa
oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan
pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat
yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman
disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN NILAI DASAR (CORE VALUES)
DAN PEDOMAN PERILAKU ASN

Pasal 18

(1) Pemantauan pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan
Pedoman Perilaku ASN dilakukan terus-menerus untuk
mendeteksi secara tepat dan cepat untuk setiap
penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan
upaya perbaikan (korektif).

(2) Pemantauan pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan
Pedoman Perilaku ASN dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan
tertulis.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
Gubernur dan Majelis secara manual dan/atau
elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode
Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 6); dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 46).

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.






























